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ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun
belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua anak yang ingin dimohonkan dispensasi
nikah. Dispensasi nikah diajukandi Pengadilan Agama tempat pemohon tinggal.
Hakim yang menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah
tersebut. Dalam ijtthad hakim dalam penetapan penyelesaian sudah
mempertimbangkan sebaik-baiknya,seadil-adilnya serta kemaslahatan atau kebaikan
untuk bersama.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka (/ibrary research)
dengan pendekatan usul figih. Sifat penelitian bersifat analisis komparatif yaitu
penelitian dengan melihat dua hal yang sama serupa lalu menganalis perbedaan dan
persamaan dari masalah tersebut. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan
metode dokumentasi yaitu memperoleh data yang terkait dalam penelitian ini
selanjutnya menganalisis dan mempelajari daridata tersebut yang serupa berupa
salinan ~ penetapan dispensasi nikah ~ No.0035/Pdt.P/2011.PA.Sal  dan
No.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. yang diperoleh dari Web Direktorasi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian menunjukan yang menjadi acuan hakim dalam
memutuskan ialah berdasarkan Undang-Undang No.l Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Dalam proses penetapan permohonan dispensasi nikah hakim dalam
ijjtihadnya memarparkan beberapa pertimbangan- pertimbangan dalam memutuskan.
Penelitian ini ditinjau dengan Penemuan Hukum maka bisa dilihat yang menjadi
proses dalam ijtihad hakim yaitu dengan interpretasi atau penafsiran denganbeberapa
metode dan juga dengan penemuan hukum dengan hukum islam oleh hakim setelah
melihat, menilai dari duduk perkara yang disampaikan oleh pemohon. Selanjutnya
dengan Maqashid Asy-Syari’ah yaitu mencari tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai
oleh majelis  hakim dalam  memutuskan = perkara tersebut.  Perkara
Nomor:0035/Pdt/P/2011/PA.Sal apabila ditinjau dengan penemuan hukum maka
menggunakan interpretasi atau penafsiran sistematis terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun jika ditinjau dengan magasid asy-syari’ah yang
menjadi tujuan majelis ialah mewujudkan hifz nafs (memelihara jiwa), bagi anak
pemohon agar terhindar dari pernikahan dibawah umur dan melahirkan dibawah umur
yang sangat beresiko mengalami kesusahan dalam melahirkan. Perkara
Nomor:0075/Pdt.P/2013/PA.Kds ditinjau dengan penemuan hukum maka yang
relevan dengan pertimbangan majelis hakim ialah penemuan hukum dengan hukum
islam yakni dalam memutuskan menggunakan doktrin dari kitab- kitab figh. Jika
ditinjau magqaisid asy-syari’ah yang menjadi tujuan syari’at yang ingin dicapai majelis
hakim ialah hifz nasl (memelihara keturunan) agar anak pemohon terhindar dari
perbuatanzina.

Kata Kunci: Ijtihad, Penetapan, Dispensasi Nikah, Putusan, Pengadilan Agama.



ABSTRACT

Marriage dispensation is an effort for those who want to marry but do not meet
the age limit for marriage set by the government. Marriage dispensation is applied for
by the parents of the child who wants to apply for marriage dispensation. The marriage
dispensation is filed in the Religious Court where the applicant resides. The judge who
determines the acceptance or rejectionof the application for marriage dispensation. In
ijtihad, the judge in determining the settlement hasconsidered as well as possible,its
fairness and benefit or good for the common.

In this study, the type of research used is library research with a shortnumber
of figh proposals. The nature of research is comparative analysis, namely research by
looking at two similar things and then analyzing the differences and similarities of the
problem. Furthermore, the method of data collection with documentation methods is to
obtain data related to this study then analyze andstudy from the data which is similar
in the form of a copy of the determination of marriage dispensation No.0035 / Pdt.P /
2011.PA. Sal and No.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. obtained from the Web of the
Directorate of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesiaia.

The results of the study show that the reference for judges in deciding is based
on Law No.1 of 1974 concerning Marriage. In the process of determining the
application for marriage dispensation, the judge in his ijtihad presented several
considerations in deciding. This research isreviewed with Legal Discovery, it can be
seen that the process in the judge's ijtihad is by interpretation or interpretation by
several methods and also by the discovery of law with Islamic law by the judge after
seeing, judging from the sitting of the case submitted by the applicant. Furthermore,
with Maqashid Ash-Shari'ah, it is to seek the goal of benefit to be achieved by the
panel of judges in deciding the case. Case No.:0035/Pdt/P/2011/PA. Sal when reviewed
with legalfindings, then uses a systematic interpretation or interpretation of article 7
paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. However, if viewed with maqasid ash-
shari'ah the purpose of the assembly isto realize hifz nafs (preservation of the soul),
for the petitioner's child to avoid underage marriageand underage childbirth which is
very at risk of experiencing  difficulties in  childbirth.  Case
Number:0075/Pdt.P/2013/PA. Kds is reviewed by legal findings, so what is relevant to
the judges'consideration is the discovery of law with Islamic law, namely in deciding
to use doctrines from the books of figh. If viewed maqasid ash-shari'ah which is the
purpose of shari'ah that the panel ofjudges wants to achieve is hifz nasl (preserving
offspring) so that the petitioner's child is protectedfrom committing adultery.

Keywords: ijtihad, determination, marriage dispensation, verdict, religious court.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
tidak
| Alif tidak dilambangkan
dilambangkan
- ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)




J ra’ R Er

J Zai V4 Zet

o Sin S Es

U Syin Sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 za’ z zet (dengan titik dibawah)
d ‘ain - koma terbalik di atas

£ Gain G Ge

o Fa 13 Ef

t Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L ‘el

p Mim M ‘em

O Nun N ‘en

3 Waw \W \W

® ha’ H Ha

& Hamzah ’ Apostrof

¢ Ya Y Ye




Konsonan Rangkap karena Syaddah

O Ditulis muta'addidah
S Ditulis ‘iddah

Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

YPAEN Ditulis Hikmah

ile Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

BREERE Ditulis karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t

atau h.

Xi



il 318 Ditulis zakatul fitri
D. Vokal Pendek
O A
Fathah Ditulis
(zd fa’ala
o I
Kasrah Ditulis
Jzd Zukira
’ U
Dammah Ditulis
Jzd Yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
FANE ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
P ditulis tansa
kasrah + ya” mati ditulis 1
A s ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis o]
Oai ditulis furtid

F. Vokal Rangkap
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fathah + ya' mati

2

Asin
fathah + wawu mati

By 0@

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

Ai
bainakum
au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

33
oW e

?.u\\

ditulis

ditulis

a'antum

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J, namun dalam

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

Ditulis

Ditulis

al-Qur'an

al-Qiyas
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

sl Ditulis as-sama

A Ditulis asy-syams

Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

oAl g Ditulis zawi al-Furiid
4L A Ditulis ahl as-Sunnah
Huruf Kapital

Meskipun dalam  tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

Al a8 35 sl Yy 54 Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
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K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

ain Sl e A1) all ol
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh
ciptaan- nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, Berpasang-
pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt.! Menikah
menjadi sarana manusia untuk mendapatkanketurunan agar populasi manusia
selalu berkembang setiap zamannya dan kehidupan dimukabumi selalu bergerak.
Membangun rumah tangga yang harmonis anak-anak yang sholeh dansholehah
menjadi impian hampir seluruh kalangan manusia dimuka bumi. Mengenai
perkawinan Indonesia sendiri sudah mengatur dengan sangat jelas salah satunya
ialah tentangbatas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan,
untuk menekan jumlah pernikahan dibawah umur dan agar terciptanya tujuan dari
pernikahan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,
bahwa untuk melangsungkan pernikahan antara calon suami dan calon istri sudah
harus masak jiwa raganya dan ekonominya agar tercipta rumah tangga yang baik
tanpa ada terjadi perceraian yang karna ternyata setelah menjalin rumah tangga

tidak siap secara mentalnya dan pola pikirnya dalam menghadapi masalah-

! Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 3, (Jakarta Pusat, Pena Pundi Aksara, 2012), hal. 193.



masalah dalam rumah tangga. Karna dalam mendapatkan keturunan yang baik dan
sehat dimulai dari orang tua yang sudah siap secara fisik, mental, dan finansial
untuk menunjang kehidupan calon sang anak yang layak. Oleh karna itu
dibutuhkan kesiapan yang sangat matang oleh kedua calon mempelai dan jangan
terburu-buru dalam memutuskan keinginan ingin menikah, banyak hal-hal yang
harus dipertimbangkan.

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat Misagan
Ghalizan> Sedangkan pengertian perkawinan dalam perundang-undangan di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathinanatara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.’ Sedangkan dalam pengertian
secara umum adalah suatu ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan
syariatislam.

Indonesia sudah mengatur batas minimal usia untuk melangsungkan
sebuah perkawinan yang harus di taati oleh semua warga Negara. Seperti yang
sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang

bunyinya “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

2 Misagan Ga’lizan adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. Perkawinan
sebagaiakad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain.
3 Pasal 1 ayat (1).



umur 19 (Sembilan belas tahun).* Undang-Undang tersebut merupakan hasil
revisi dari Undang-Undang sebelumnya yang berbunyi*Perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahundan pihak
wanita sudah mecapai umur 16 (enam belas) tahun.> dan dalam Komplikasi Hukum
Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 batas usia untuk setiap orang yang akan melaksankan
perkawinanyaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan . Hanya
saja dalam usia segituhanya melihat dalam kesiapan fisiknya saja tanpa melihat
kesiapan psikis dan ekonominya, padahal untuk melangsungkan sebuah
perkawinan tidak cukup hanya dengan kesiapan fisik saja tapi hal yang tak kalah
penting dari itu ialah kesiapan psikis dari pasangan tersebut.

Ikatan perkawinan menjadi sebuah perjalan hidup yang panjang maka
dibutuhkan kesiapandari dalam maupun luar yang sangat matang. Oleh karna
itu pasal ini tidak bisa dijadikandasar untuk laki-laki maupun perempuan yang
ingin melangsungkan perkawinan namunmasih dibawah umur. yang dijadikan
patokan hanya minimal usia untuk seseorangmelangsungkan perkawinan seperti
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seiring dengan perkembangan zaman ternyata menimbulkan dampak bagi
anak-anak maupun remaja salah satunya kebiasaann pacaran anak zaman sekarang

yang berani dan tidakmalu untuk menampil kemesraan secar terang terangan di

4 Pasal 7 ayat (1).
3 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)



khalayak umum, dan akibat gayapacaran mereka yang seperti ini banyak
menimbulkan keresahan dan masalah untuk dirimereka sendiri bahkan untuk
keluarga mereka juga, masalah yang sering ditimbulkan ialahhamil diluar nikah
sehingga mengaharuskan mereka untuk segera menikah dan yang menjadimasalah
selanjutnya ialah usia mereka yang belum mencukupi untuk melangsungkan
sebuahpernikahan. Karna batas usia anak yang ingin menikah sudah diatur dalam
peraturanperundang-undangan di indonesia. Faktor yang melatarbelakangi hal
itu terjadi yaitu darilingkungan pertemanan yang membawa pengaruh buruk,
kurangnya edukasi seks dari dini, kurangnya bekal agama, dan kurangnya
pengawasan orang tua terhadap anak, dan dizamansekarang yang membawa
pengaruh paling besar ialah sosial media yang semakin maju dancanggih yang
sering disalahgunakan untuk meliahat hal yang tidak senonoh sehingga timbul
rasa ingin mencoba.

Dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun
belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut
bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses
persidangan terlebih dahulu.® Didalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun2019
menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin,

hakimdapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Bidan, Peksos Professional,

 Ningsih, “Dispensasi Nikah”. http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-
dispensasi-nikahAkses 30 Desember 2022




Tenaga Kesahteraan Sosial, P2TP2A, dan KAI/KPAID.

Pengadilan Agama menjadi lembaga peradilan yang berwenang dalam
perkara dispensasi nikah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang
Peradilan Agama yang dinyatakan bahwa perkara dipensasi nikah merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama. dalam mengadili perkara dispensasi
nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat
jika dikabulkan maka akan terjadi pernikahan dibawah umur dan kemudharatan
jika dispensasinya ditolak ditakutkan akan terjadi tindakan yang dilarang oleh
agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-
orang yang beragama islam dibidang perkawafan, waris, hibah, wakaf, zakat,
infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.’

Namun, dari dua pertimbangan hakim bisa mengabulkan permohonan
dispensasi nikah walaupun itu juga memiliki kemudharatan yaitu menikah
dibawah umur, namun yang menjadi pertimbangan besar hakim Pengadilan
Agama ialah menolak keburukan (mafsadah) jika permohonan dispensasi nikah
ttersebut ditolak karna dari penjelasan pemohon maupun saksi bahwa kedua calon
mempelai sudah berhubungan erat dan lama dan jika permohonan dispensasi

nikah tersebut ditolak ditakutkan kedua calon mempelai melakukan hal yang

7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama, Pasal 49.



dilarang agama yaitu zina dikarenakan hubungan yang berlarut-larut. Namun
bukan tak jarang juga permohonan dispensasi nikah ditolak oleh para majlis hakim
dengan beberapa pertimbangan. Salah satu yang menjadi pertimbangan majlis
hakim yaitu usia anak yang belum mencapai batas usia yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia karna pembatasan minimal usia untuk
mewujudkan kematangan jiwa raga agar terwujud tujuan perkawinan agar dapat
keturunan yang sehat. Anak dibawah usia dianggap belum terlalu masak jiwa dan
raganya untuk memulai ikatan seumur hidup suami istri dalamikatan rumah
tangga.

Hakim dalam menerapkan hukum harus ada sumber hukum berupa
hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi, dalam memeriksa dan memutus
perkara, mengahadapi suatukenyataan, bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapi.® Hakim dan Hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.” Seorang Hakim dalan dalam mengambil keputusan
wajib memaparkan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat tertulis
terhadap perkara yang ditanganinya dan dan didalam putusan atau penetapannya

hakim harusmemuat alasan yang menjadi dasar pertimbangan dengan memuat

8 Lugman Haqiqi Amirulooh, “Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan
Dan MenolakPermohonan Dispensasi Nikah, Journal Khulugiyya, Vol 3 No 1 (Januari 2021), hlm.3.

? Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim, Pasal 10 ayat (1)



pasal-pasal tertentu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan sumber-
sumber hukum lainnya yang digunakan oleh hakim.

Di dalam putusan atau penetapan hakim juga memuat biaya perkara dalam
proses persidangan tersebut yang dituangkan dalam salinan yang dan dapat diakses
di salinan Direktorasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dapat
dibaca oleh seluruh masyarakat. Hakim sebagai figure sentral dalam proses
peradilan akan senantiasa berperan sebagai wakil Allah di bumi.!? Sebagai salah
satu implementasi dari wakil tuhan di muka bumi, makapada setiap pembukaan
dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “demi keadilan berdasarkan
ketuhanan yang maha esa” (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok kekuasaan kehakiman), khusus untuk untuk Pengadilan Agama, lafadz
basmalah pun harus harus dicantumkan tanpa kalimat tersebut putusan hakim tak
mempunyainolai apa-apa atau non-executable hal ini membuktikan bahwa hakim
dalam mengemban amanatnya tidak sekedar bertanggung jawab pada hukum
dirinya sendiri, atau kepada pencarikeadilan, tetapi juga mutlak bertanggungjawab
kepada Allah SWT.!!

Ijtihad menjadi penting dan sangat diperlukan apabila dihadapkan dengan

masalah- masalah terutama masalah kontemporer yang belum ada hukum

Dan

10 Fahadi Amin Al Hasan, “ Hakim Pengadilan Agama: Antara Hakim Di Mata Hukum
Ulama Di Mata Ummat”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-

badilag/suara-pembaca/hakim-pengadilan-agama- antara-hakim-di-mata-hukum-dan-ulama-di-

mata-ummat-, Akses 16 Februari 2023

1 1pid,



penyelsaiannya, maka dibutuhkanlah sebuah ijtihad untuk menetapkan hukum
dari suatu masalah tersebut karna dengan seiringnya perkembangan zaman maka
masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa akan silih berganti. Ijtthad memiliki
pengertian bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguhdan mendalam yang
dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh
sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan

dalil naqli yakni Al-Quran dan Hadits.!?

Menurut praktek para sahabat,
pengertian ijtihad ialah “ penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu
yang terdekat dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul, baik melalui suatu nash, yang
disebut ‘qiyas’ (ma’qul nash), maupun melalui maksud dan tujuan-umum hikmah
syariat, yang disebut ‘maslahat’.!?

Perkara  No. 0035/Pdt.p/2011/PA.Sal. dan  Perkara  No.
0075/Pdt.p/2013/PA.Kds. penyusun memilih penetapan tersebut karena dianggap
berbeda dengan lain yaitu terdapat perbedaan dasar hukum yang menjadi
pertimbangan dalam ijtthad majlis hakim. Padahal dengan latar belakang atau
alasan yang sama sebagaimana yang disampaikan dalam duduk perkara. Yang

dimana dalam dua perkara tersebut, sama-sama anak pemohon dengan calon

suaminya berbeda umur 18 Tahun, sudah kenal lama dan berhubungan erat yang

12 An-nur.ac.id, “Iljitihad: Pengertian, Hukum, Syarat, Metode, dan Kehujjahan”, https://an-
nur.ac.id/ijtihad-pengertian-hukum-syarat-metode-dan-kehujjahan/,Akses 16 Febrruari 2023

13 Ibrahim Hosen, “[jtihad Dalam Sorotan”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, (ed),
(Bandung:Penerbit Mizan, 1996), him.23.



sudah mengarah ke perkawinan, serta pihak calon suami dari dua anak pemohon
tersebut sama- sama sudah bekerja dan secara fisik dan mental sudah sangat siap
untuk membangun rumah tangga bahkan dan telah melamar anak pemohon.
Alasan pemohon dalam dari dua perkara tersebut sama-sama pemohon takut jika
tidak segera dinikahkan maka terjadi sesuatu hal yangmelanggar agama yaitu zina.

Namun di Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor perkara
0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. majlis hakim memutuskan bahwa permohonan
dispensasi nikah ditolak, karna anak pemohon masih dibawah umur 16 tahun
dianggap belum siap secara fisikmaupun mental. Sedangkan dalam nomor perkara
0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. didalam perkaratersebut majlis hakim mengabulkan
permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dengan pertimbangan menolak kerusakan harus didahulukan daripada
mengambil maslahat. Perbedaan keputusan hakim ini menjadi suatu hal yang
menarik untuk diteliti, apa yang meyebakan bisa terjadinya perbedaan dalam
pertimbangan hakim dalam penetapannya padahal dengan duduk perkara yang
sama. Serta melihat proses atau cara hakim dalam mempertimbangkan hukum
yang relevan dengan duduk perkara yang telah disampaikan olehpara pemohon
dan saksi sehingga menjadi sebuah penetapan.

Dengan latar belakang yang sama tersebut, namun dengan hasil penetapan
yangberbeda membuat penyusun tertarik untuk membuat penelitian sebagai karya
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Ijtihad Hakim Dalam Putusan

Dispensasi Nikah Perbandingan Pengadilan Agama Salatiga Dan Pengadilan
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Agama Kudus (Studi Putusan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan No.
0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.)”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Ijtihad Dan Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh
Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Memutuskan Perkara Nomor
0035/Pdt.p/2011/PA.Sal
2.Bagaimana Ijitthad Dan Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan
Oleh HakimPengadilan Agama Kudus Dalam Memutuskan Perkara Nomor
0075/Pdt.p/2013/PA.Kds.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan
dispensasi nikah terhadap perkara Nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan
Nomor 0075.Pdt.P/2011/PA.Kds.
b. Menganalisa perbedaan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Salatiga dan ~ Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam putusan Nomor
0035/Pdt.p/2011/PA.Sal. dan Nomor
0075.Pdt.P/2013/PA.Kds.Kegunaan Penelitian
2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapakan penelitian ini memberikan sumbangsih dalam pemahaman

dan memperkaya khasanah pengetahuan terhadap masyarakat luas terkait
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dengan dispensasi nikah.

b. Diharapakan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam ijtihad
Hakimdi Pengadilan Agama mana pun untuk masa yang akan datang
terkait dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait khususnya Dispensasi Nikah bukan pertama kali
dilakukan. namun tetap terdapat perbedaan anatara penelitian yang dilakukan
penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, beberapa penelitian
sebelumnya seputar permasalahan dispensasi akibat hamil dalam perkawinan
dibawah umur dari berbagai tinjauan dan dari berbagai perspektif yang berbeda.

Pertama, Skripsi Arrizal Daqiul Ulum, Mahasiswa Tesis Akmalia Fitri
Mafaza, mahasiswa Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo yang
berjudul “Analisis Maslahah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan
Dispensasi  Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor:
006.Pdt.P/PA.Ngawi)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa di Pengadilan Agama
Ngawi terdapat perkara dispensasi nikah dengan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw.
dimana hakim dengan berdasarkan pada maslahah dalam memutuskan untuk
memberikan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Namun mafsadah
yang melingkupi perkara tersebut masih bersifat ambigu. Disisi lain termasuk salah

satu syarat dalam memberlakukan maslahah sebagai pondasi hukum adalah
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hendaknya tujuanyang dituju bersifat hakiki dan jelas.'*

Kedua, Tesis Regita Amelia Cahyani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta yang berjudul “pertimbangan Hukum
Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No.121.Pdt.P/2020/PAYk. Dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.) Penelitian
ini mengarah ke keputusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang
mengabulkan dua permohonana dispensasi kawin No.121.Pdt.P/2020/PAYk. Dan
124/Pdt.P/2020/PA.Yk. dengan beberapa pertimbangan Hakim yaitu dari segi
yuridis, segi figh, segi psikologis, segi sosiologis dan segiekonomi. Yang dimana
kasus No.121.Pdt.P/2020/PAYk anak pemohon dan suaminya telah melamar dan
calon istrinya sudah melahirkan anak dari hubungan mereka. Dan pada kasus
124/Pdt.P/2020/PA.Yk. anak pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran 3
tahun dan telah akrab. Dan dari dua perkara tersebut calon suaminya sama-sama
telah memiliki pekerjaan dan siap bertanggung jawab dalam membangun rumah
tangga.

Ketiga, Tesis Arina Kamiliya, mahasiswa Fakultas syariah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Eksistensi Nilai Hukum Dalam
Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015) Skipsi ini focus untuk

1 Arrizal Dagqiul Ulum, “Analisis Maslahah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan
Dispensasi Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Nomor:006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi),” Skripsi, Institutut
Agama Islam Negeri Ponorogo, (2020).
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mengungkapkan bagaimana hakim mewujudkan kepastian hukum, nilai
kepastian dan nilai kemanfaatan melalui putusan tentang penetapan dispensasi
nikah dalam rangka melakukan fungsinya.'>

Keempat, Skripsi Tala’at Ikhsan Nuur Huda Mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pertimbangan Hakim
Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi
Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA. Wt. Pengadilan Agama Wates). Penelitian
ini menganalisis bahwa majlis Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah
nomor 0067/Pdt.P/2013/PA.Wt. menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar
hukum yang digunakan majlis hakim adalah ketentuan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Komplikasi Hukum Islam
Pasal 15 ayat (1). Sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan
penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah bahwa majlis hakim
menggangap calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan
hakim berkeyakinan bahwa madarat lah yang akan timbul jika permohona
dispensasi nikah tersebut dikabulkan.'¢

Kelima, skripsi Fajar Muharom, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

15 Arina Kamiliya, “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim
Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)”, Tesis,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

' Tala’at Ikhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan
Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA. Wt. Pengadilan Agama
Wates)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
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UIN SunanKalijaga Yogyakarta yang berjudul, “ Pertimbangan Dan Diskresi
Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinanan (Studi
Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl. Dengan Penetapan
Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di pengadilan Agama Bantul” Penelitian ini
focus ke penetapan perkara dispensasi dengan nomor perkara
0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2011/PA. Btl. Oleh
Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara tersebut, terdapat
perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Dalam nomor perkara
0093/Pdt.P/2015/PA.Btl. hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah
tersebut karna hakim berpendapat lebih mengutamakan meraih kemaslahatan dan
menolak kemafdasatan. Sedangkan dalam perkara 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl.
dalam perkara tersebut hakim menolak permohonan dispensasinikah tersebut
karna hakim mengedepankan maslahatan jangka panjang dan konsekuensi-
konsekuensi kedepannya.'’

Keenam. Skripsi Kholifatun Nur Mustofa, Mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum UINSunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul, “ Penetapan Hakim
Dispensasi Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No

063.Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI”. Penelitian ini focus ke

17 Fajar Muharom, “Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi
Perkawinan(Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor
0036/Pdt.P/2011/PA.Btl.) Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,2016.
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Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Boyolali untuk Nomor Perkara No
063.Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI. yang ditemukan
perbedaan dalam menetapkan dua kasus tersebut yang dimana dalam kasus
tersebut anak pemohon sama-sama 15 tahun.'®

Berdasarkan telaah pustaka di atas, tedapat persamaan dan perbedaan
dalam penelitian ini, persamaannya sama-sama membahas tentang dispensasi
nikah dan menganlisa ijtihad yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama
dalam memutuskan perkara dispensasi nikah,dan untuk perbedaanya adalah
skripsi ini penyusun ingin mengkaji perbandingan ijtthad Hakim Yang
digunakan di Pengadilan Agama Salatiga dalam Nomor: 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal
dengan Pengadilan Agama Kudus dalam Nomor: 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.
dalam meneyelesaikan perkara dispensasi nikah tersebut. Sedangkan Skripsi
sebelumnya tidak ada yang membandingkan ijtihad Hakim dalam putusanperkara
dispensasi nikah d Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penemuan

Hukum dan Maqdasid Asy-Syariah:

1. Teori Penemuan Hukum

'8 Kholifatun Nur Mustofa, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus Pengadilan
Agama Boyolali (Perkara No 063.Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI”, Skripsi,
Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta, 2016.
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Teori Penemuan hukum yang digunakan oleh penulis merupakan penemuan
hukum dari gagasan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa
penemuanhukum ialah sebuah metode penyelesain suatu peristiwa konkret atau
kasus yang harus diselesaikan dan dicarikan hukumnya. yang tidak diatur secara
eksplisit oleh teks, dan hakim merumus ulangkan suatu peraturan yang abstrak
untuk dikaitkan dengan sebuah peristiwa konkrit, hakim melihat makna-makna
yang terkandung dalam suatu Undang- Undang dan apabila dikembangkan lagi
dari makna-makna tersebut dengan melakukan berbagai penemuan hukum
sehingga terciptalah keadilan dari peristiwa konkrit atau kasustersebut bagi
masyarakat. Untuk penemuan hukum profesi hakim yang lebih terutama danteori
ini. Hasil dari penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum karna
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum karena hasil hukum
tersebut ditungakandalam bentuk penetapan dan sifatnya konfliktif. Penafsiran
oleh hakim, yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan
yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan
hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.'”
Penemuan hukum merupakan proses ataurangkaian kegiatan yang bersifat
kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab- menjawab sampai

dijatuhkannya putusan atau penetapan, momentum dimulainya penemuan

19 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2010), hal. 69
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hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi->
2 Magasid Asy-Syariah

Magasid Asy-Syariah yang digunakan dalam penelitian ini mengambil
dari pemikiran imam Asy-Syatibt yang mengatakan bahwa Magasid Asy-
Syariah adalah tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah dalam
setiap hukumnya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia
baik di dunia maupun akhirat.?! Magasid Asy-syari’ah digunakan demi
menjawab persoalan, mengapa, apa, dan bagaimana dalam persoalan-persoalan
yang berujuang untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Tenttu sudah pasti
apa yang terkadung dalam maqgashid sya’riah itu terdapat didalamnya
kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis Magasid Asy-syari’ah tidak
hanyadilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan
pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai
filisofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia.
Sesungguhnya syartat itu bertujuan untukmewujudkan kemaslahatan manusia
di dunia dan akhirat,?? atau hukum-hukum itu diisyaratkan untuk kemaslahatan
manusia. Maslahah sendiri adalah manfaat yang dikemukakan oleh syari’
dalam penetapan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. dalam penentuan hukum harus disandarkan

20 Ibid., hal. 96.
21 Abu Ishaq Al-Syatibi, AI-Muwafagat Fi Ushulul Al-Syariah, jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah,
1996).

22 Ibid.
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pada magqashid sya’riah sebagai tujuan utamanya oleh karna itu maqashid
syari’ah diposisikan sebagai filsafat hukum islam. dapat disimpulkan bahwa
tujuan dari maqgasid syariah ialah mencari kemaslahatan bagi kedua belah
pihak dari sebuah persoalan.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk
mendapatkan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat mencapai apa yang
diharapkan dengan tepat dan terarah. Dalam penelitian ini menggunkan beberapa
metode dalam penelitian ini meliputi:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library
research). Yaitu penelitian dengan cara menuliskan dan mengklarifikasi data
yang diperoleh dari berbagaisumber tertulis.”> Data yang diperoleh berupa
penetapan hakim terkait dispensasi nikah No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan
No. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat analisis komparatif, yaitu penelitian dengan
melihat dua hal yang serupa lalu menganalisis perbedaan dan persamaan dari

masalah tersebut. Khususnya dalam penelitian ini ialah masalah pertimbangan

2 Noeng Mubhajir, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi 11, cet. Ke-4, (Yogayakrta: Rake
Sarasin, 1983) him.43.
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hakim yang digunakan dalam pemberiandispensasi nikah di Pengadilan Agama
salatiga dengan Nomor. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan Pengadilan Agama
Kudus dengan Nomor. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan usul figh sebuah usaha, cara, aktivitas atau metode untuk
menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-
hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad

berdasarkan atas dalil-dalil al- qur’an dan hadis secara terperinci.

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan metode
dokumentasi, yaitu memperoleh data yang terkait dalam penelitian ini dan
selanjutnya menganalisis dan mempelajari dari data tersebut yang berupa,
salinana penetapan dispensasi nikah No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan salinan
penetapan No. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds yang dikeluarkan oleh Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik sebagai bentuk dari datafisik yang

digunakan dalam penelitian ini

5. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.
Analisis penelitianini menggunakan metode sebagai berikut:
a. Induktif, yaitu proses pengorganisasikan fakta-fakta atau hasil

pengamatanyang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan
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atau generalisasi.?*
b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada
pengetahuan yangumum itu hendak menilai suatu kejadian yang

khusus.?’

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan lebih teratur maka Skripsi ini akan
dibagi menjadi5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang akan menguraikan latar
belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangkateori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang teori-teori terdiri dari beberapa sub bab yaitu,
sub pertama penemuan hukum dengan terdiri dari tinjaun umum mengenai
penemuan hukum dan Macam-macam penemuan hukum dan sub bab kedua
Magqashid Syariah yang terdiri dari pengertian Maqashid Syariah dan pembagian
Magqashid Syariah.

Bab ketiga, sub bab pertama tentang tinjauan tentang Dispensasi Nikah,
teridri dari pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dalam penetapan dan

prosedur dispensasi nikah. Sub bab kedua tentang gambaran umum Ijtihad yang

24 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him.40
2% Sutrisno Hadi, Metodelogi research, cet. Ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
PsikologiUniversitas Gadjah Mada, 1984),him. 42.
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terdiri dari pengertian ijtihad,syarat- syarat ijtthad dan macam-macam ijtihad. Sub
bab ketiga gambaran umum Pengadilan AgamaSalatiga dan Pengadilan Agama
Kudus,yang tediri dari letak geografis Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan
Agama Kudus, sejarah Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus,
dan visi misi Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus. Subbab
keempat yaitu penjabaran duduk perkara penetapan Pengadilan Agama Salatiga
No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan Pengadilan Agama Kudus
No.0075/Pdt.P/2013.PA.Kds. dan sub bab kelima penguraian dari dasar
pertimbangan dalam ijtthad hakim dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga
nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal.dan Pengadilan Agama Kudus nomor
0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.

Bab keempat, berisi analisis dengan data yang didapatkan yaitu berupa
surat salinan penetapan yaitu analisis ijtihad hakim yang menjadi pertimbangan
hakim di Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus dalam
menyelesaikan masalah dispensasi nikah nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal.dan
nomor 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. tinjauan teori penemuan hukum dan magqgasid
asy-syariah Bab kelima, yakni penutup. Berisikan kesimpulan penelitian terkait
point dari seluruh rangkaian pengkajian penelitian ini serta jawaban singkat dari

pokok permasalahan . dan saranuntuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan mengenai Ijtihad Hakim
Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perbandingan Studi Putusan Pengadilan
Agama Salatiga Nomor0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan Pengadilan Agama Kudus
Nomor 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. yang ditinjau dengan dua teori yaitu teori
Penemuan hukum oleh Prof. Sudikno Mertokusumodan Mgasid asy-Syariah oleh
Asy-Syatibi. Maka kesimpulan yang bisa ditarik dari seluruh pemaparan didalam
penelitian ini yaitu:

1. Pada dasarnya dalam penetapan perkara Nomor:0035/Pdt.P/2011/PA.Sal.
Dalam pertimbangan hakim jika ditinjau dengan menggunakan teori
penemuan hukum. Maka akan selaras dengan metode interprestasi atau
penafsiran sistematis (logic), terhadap dasar hukum yang sudah ada dan
konkret yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1
Tahun 1974 , yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia
16 tahun. Selanjutnya juga dengan Interpretasi gramatikal dari penjelasan
atau makna dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
bahwa pemebatasan minimal seseorang untuk menikah adalah untuk

mewujudkan kematangan jiwa raga. Terakhir dengan penafsiran atau

102



103

interpretasi sosiologis melihat dari tujuan kemasyrakatan dari penjelasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,yaitu disamping itu perkawinan
juga mempunyai hubungan erat dengan masalah sosial, kependudukan,
dan ekonomi. Apabila ditinjau dengan magqasid asy-syariah maka hakim
ingin mewujudkan hifz nafs (memelihara jiwa) sebagaimana dalam
pertimbangan hakim yang tertulis bahwa tujuan dari pembatasan
minimal usia perkawinan adalah untuk mewujudkan kematangan jiwa
raga agar terwujudtujuan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan
yang baik dan sehat dan usia yang lebih rendah wanita untuk menikah
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan bats
usia yang lebih tinggi karna anak dibawah umur dianggap belum siap baik
secara fisik maupun mental.

Terakhir yang menjadi pertimbangan hakim dalam ijtihadnya
ialah menurut hakim pemohon tidak terlalu cukup alasan dan tidak terlalu
mendesak untuk dikabulkannya permohonan pemohon. Dan hakim ingin
mewujudkan 4ifz nas/ (memelihara keturunan), agar anak pemohon suatu
saat nanti akanmendapatkan anak atau keturunan yang baik dan sehat
hasil dari jiwa raga sang ibu yangsudah matang. Karena apabila hamil
diusia yang masih terlalu kecil, sangat berisiko bagijanin yang dikandung
oleh ibu tersebut. Itulah hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang
dilakukan oleh mejelis hakim, sehingga mejelis hakim dapat mencarikan

jalan keluar yangterbaik untuk anak penohon. Maka majelis hakim dapat



104

memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah oleh
pemohon.

. Pada dasarnya dalam penetapan perkara
Nomor:0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. Dalam ijtihad dan pertimbangan-
pertimbangan yang disebutkan oleh hakim jika ditinjau teori penemuan
hukum, maka selaras dengan penemuan hukum dengan hukum islam
karna hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi
nikah juga memakai doktrin dari kitab-kitab fikih yang dimana sudah
sangat jelas dalam penetapan ini hakim dalam pertimbangnnya
menggunakan doktrin hukum dalam kitab Al-Bajuri halaman 19, yaitu
menolak kerusakan terhadap anak pemohon akibat hubungan yang
berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan, daripada mengambil
maslahat dari menunda pernikahan agar anak pemohon terhindar dari
pernikahan dibawah umur. dan untuk metodenya ialahijtihad dengan
istislah yaitu mencarikan untuk kemaslahatan bersama untuk anak
pemohon dan calon suaminya.

Apabila ditinjau dengan teori magasid asy-syariah maka
pertimbangan-pertimbangn majelis hakim tersebut selaras dengan tujuan
ialah Aifz nasl (memelihara keturunan), agar terhindar dari perbuatan zina
untuk menjaga eksistensi keturunan agar tetap terjaga dan tidak merusak
nasab keturunan anak yang dilahirkan. Apabila tanpa status pernikahn

yang sah. Jika dikaitkan kembali maka selaras juga dengan hifz nafs
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(memelihara jiwa) agar diri dari anak pemohon tetap terjaga terhindar
perbuatan zina, juga memelihara jiwa anak pemohon yang sering
mengalami sakit gangguan gaib, sedangkan selama ini yang dapat
menyebembuhkan penyakit tersebut ialah calon suami anak pemohon.
Setelah melakukan semua pertimbangan-pertimbangantersebut, majelis
hakim dapat mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk anak pemohon.
Maka dari itu majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan

dispensasi nikaholeh pemohon.

B. Saran

I.

Untuk orang tua mungkin lebih memperhatikan dan mengawasi
pertumbuhan anak dari anak-anak menuju remaja, agar tidak terjadi hal-
hal yang tidak diiginkan. Seperti pengaruh dari sosial media yang banyak
kita lihat sekarang, karna dampak dari tontonan yang mereka lihat bisa

mempengaruhi perilaku dan pemikiran sang anak.

Orang tua lebih mengedepankan pendidikan buat anak sebagai bekal sang
anak dimasa depan, agar kualitas anak semakin baik. Segi pendidikan
tidak hanya sebatas disekolah saja, namun diseratai bekal pendidikan
agama dan pendidikan moral yang bisa dibekali sejak anak masih kecil.
Dan anak yang tidak nyambung sekolah lebih rentan untuk menikah

dibawah umur

3. Untuk orang tua yang mungkin menggangap anak perempuan adalah
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beban itu sangatlahsalah, karna dari pemikiran orang tua seperti ini yang
menggangap anak perempuan sebagai beban pasti akan menikahkan anak

perempuannya yang masih dibawah umur, karna menikah bukan solusi.

. Untuk anak-anak diluar sana yang memiliki niat untuk menikah dibawah
umur, pertimbangkanlah lagi keputusan tersebut, karna ikatan pernikahan
merupakan ikatan hubungan seumur hidup yang membutuhkan
kematangan jiwa dan raga agar tidak terjadihal yang tidak diinginkan di
dalam rumah tangganya kelak. Dan banyak pertimbangan- pertimbangan

lainnya yang harus dikedepankan sebelum berani memutuskan.
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